
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Bogor, 4 Mei 2018

Direktorat Keuangan dan Akuntansi
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DASAR HUKUM

✓ Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

✓ Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

✓ Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara

✓ Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan

✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran
Tahun Anggaran 2018

✓ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15/PB/2017 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub
Keluaran Penelitian

PERTANGGUNGJAWABAN 
PENELITIAN



• Proposal

• RAB

Perencanaan

• Honor

• Bahan

• Perjalanan

• Operasional lainnya

Pelaksanaan
• Laporan Realisasi 

• Laporan Pajak

Pelaporan

Penetapan Komitmen :

Surat Perjanjian 

Pendanaan Penelitian

Pasal 4 (3) & (7): 

Laporan penggunaan dana ,. 

Menyimpan bukti fisik asli

Pasal 6 : 

Segala sesuatu yang  

berkenaan dengan kewajiban 

pajak

Kontrak : 

Dikti dengan Kepala 

LPPM







Disesuaikan dengan beban kerja peneliti sebagai fungsi utamanya yaitu fungsional dosen dalam

melaksanakan tugas, pokok dan fungsi;

Jika sudah sesuai dengan ketentuan, kelengkapan administrasi :

1. SK/Surat Tugas/Perintah/Penugasan

2. Tanda Terima Honorarium → Kuitansi atau Daftar penerima upah/honor atau bukti transfer;

3. SSe Pajak PPh 21 (PP 80 tahun 2010)

Wajib Pungut

• Saat 
membayarkan 
honor

Tarif  final

• Gol IV   : 15%

• Gol III   :   5%

• Gol I/II :   0%

Tanpa NPWP :

✓ Gol IV : 18%

✓ Gol III : 6%
✓ Gol I/II : 0%

Honorarium/

Belanja 

Pegawai

(PP Nomor : 80 Tahun 2010) 



• Kuitansi, Bon/Nota
• materai 3000 (jika belanja > Rp. 250.000 s/d 

Rp.1.000.000)
• Nama jelas, tanda tangan penerima

• Pajak → Bebas PPN & Bebas PPh 22

Jika Belanja s/d ≤ 
Rp. 1.000.000

• Kuitansi (+ bea materai 6000)
• Bon/Nota/Faktur Barang
• Stempel toko, Nama jelas & Ttd penerima

• Pajak → PPN : 10% & Bebas PPh 22

Jika belanja yang 
bernilai > Rp.  1.000.000  

s/d < Rp. 2.000.000

Tarif Bea Meterai
(UU No 13 Tahun 1985 Ps 2 jo. PP No.24 Tahun 2000): 
a. Mempunyai harga nominal s/d Rp. 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai
b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai

dengan tarif sebesar Rp. 3.000
c. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar

Rp. 6.000,-

1

2



• Kuitansi (+ bea materai 6000)
• Bon/Nota/Faktur Barang
• Stempel toko, Nama jelas & Ttd penerima

• Pajak → PPN : 10% & PPh 22

Jika Belanja
Rp.2.000.000 s/d ≤ 

Rp.50.000.000

• Proses pengadaan barang/jasaBelanja diatas > 50 juta
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PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

• Standar 
tarif

• Terdapat 
bukti/doku
men

• RAB dan 
Tarif

• hanya
kepentinga
n yang 
sangat
tinggi dan
prioritas

Selektif

Ketersedia
an

anggaran
dan

kesesuaian

Efisiensi
penggunaa

n belanja

Akuntabilit
as

PERJALANAN 

DINAS  

harus

berdasarkan : 



BIAYA 
PERJADIN

Uang Harian

Biaya 
Transport

Biaya 
Penginapan

• Uang harian Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri merupakan 
penggantian biaya keperluan 
sehari-hari pegawai negeri/non 
pegawai negeri dalam 
menjalankan perintah perjalanan 
dinas di dalam negeri.

• Uang harian diberikan sesuai
Sandar Biaya Masukan (SBM) PMK 
yang merupakan batas tertinggi.

Uang Harian
1
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• Tiket pesawat/kereta/kapal laut (at cost)

• Perjalanan dari tempat kedudukan sampai dengan
tempat keberangkatan dan kepulangan (kota asal), 
termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara

• Biaya ini diberikan at cost sesuai dengan bukti
pengeluaran (bukti-bukti tersebut sebagai dokumen
administrasi Laporan Keuangan/SPJ). 

• Retribusi yang dipungut di terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan. Biaya ini diberikan at cost sesuai
dengan bukti pengeluaran (bukti-bukti tersebut
sebagai dokumen administrasi Laporan
Keuangan/SPJ)

UANG TRANSPORT
2

• Hotel atau sejenis;

• Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar biaya
yang yang dibebankan pihak penyedia jasa
(hotel) di buktikan dengan bukti
tagihan/kwitansi yang sah (at cost)

• Tempat menginap lainnya

• Jika tidak menggunakan penginapan, 
pelaksana tugas perjalanan dapat diberikan
biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai
dengan standar tarif SBU, biaya tersebut
dibayarkan secara lumpsum.

BIAYA PENGINAPAN
3



Sebagai akuntabilitas terhadap pembebanan biaya perjalanan, 

dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban :

1. Kwitansi total 

2. Rincian Biaya Perjalanan Dinas

3. Surat Tugas;

4. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang sudah dilegalisasi;

5. Bukti Kwitansi Hotel/Penginapan;

6. Bukti-bukti lain (retribusi, airport tax, boarding pass, 

taxi/kendaraan dll)

7. Bukti pengeluaran riil (jika ada)



Pph 23 : 
✓ Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam 

tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan 

yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain yaitu 

sewa/jasa

✓ Setoran : 

Kode Akun Pajak : 411124

Kode Jenis Pajak Sewa : 100

Kode Jenis Pajak Jasa : 104

NPWP : Bendahara IPB

PPh Pasal 4 ayat (2) : 
✓ Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa 

tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung 

perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan, rumah kantor, toko, 

rumah toko, gudang, bangunan industri. Besarnya PPh Final yang 

dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan

✓ Setoran : 

Kode Akun Pajak : 411128

Kode Jenis Pajak Pengalihan : 402

Kode Jenis Pajak sewa : 403

NPWP : Rekanan

BELANJA 
JASA & 
SEWA

Kwitansi /Nota 
(beamaterai 
seperti belanja 
barang)

Nota
Pembelian > 1 juta → selain PPh 23, juga 
dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 : tarif  10%

1

Catatan:

Nominal berapapun dikenakan PPh psl 23 
(2%), jika tidak ber NPWP menjadi 4%



PPN :

Kode Akun pajak : 411211

Kode Jenis Pajak : 900

NPWP Rekanan :  Penyedia

PPh 22 : 

Kode Akun Pajak : 411122

Kode Jenis Pajak : 900

NPWP : Penyedia

BELANJA 
KONSUMSI 

(MAKAN 
DAN 

SNACK) 

Undangan

Daftar hadir

Kwitansi 
(beamaterai 
seperti belanja 
barang)

Nota

Pembelian < 1 juta: 

✓ bebas pajak

Pembelian 1 – 2 juta: 

✓ PPN (10 %) dan bebas 

PPh

Pembelian > 2 juta: 

✓ PPN (10%) 

✓ PPh 22 (1.5%)

Catatan :

Apabila rekanan/toko belum mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 22 

yang harus dipungut adalah 100% lebih tinggi, yaitu: 200% x Rp 1.5% x 

nilai dpp atau nilai dpp x 3% (menggunakan NPWP Bendahara)

Non Catering/Bukan 
Restoran

Pungutan Pajak
Setoran Pajak
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BELANJA 
KONSUMSI 

(MAKAN 
DAN 

SNACK) 

Undangan

Daftar hadir

Kwitansi →
beamaterai 
seperti belanja 
barang

Nota Catatan :

✓ Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun 

berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan 

oleh bendahara kepada pihak lain yaitu sewa/jasa

Catering

Pungutan Pajak

Setoran Pajak

Pph 23 : 
Kode Akun Pajak : 411124

Kode Jenis Pajak Sewa: 100

Kode Jenis Pajak Jasa : 104

NPWP : Bendahara IPB

berapapun 

nominal belanja 

dikenakan pajak 

PPh 23

(Bebas PPN)
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BIAYA AKOMODASI HOTEL 
(HALFDAY/FULLDAY )

Undangan

Daftar hadir

Invoice

Kwitansi

Bebas Pajak

BIAYA AKOMODASI HOTEL 
(FULLBOARD MEETING)

Undangan

Konfirmasi Kehadiran

Daftar hadir

List Room Peserta

Invoice & Kwitansi

Bebas Pajak

BELANJA 
AKOMODASI
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LAPORAN KEUANGAN

✓ Sisa lebih agar disetorkan ke Rekening Rektor IPB

✓ Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

✓ Rekapitulasi Penggunaan Dana  30% dan 70% masing-masing 1 

eksemplar

✓ Bukti fisik (dokumen transaksi belanja) asli diarsipkan dengan baik oleh 

Peneliti







- Bea materai 6000

- tangan penerima

- Nama jelas penerima

UNIT KERJA

LPPM

Sudah Terima dari :

Banyaknya Uang :

Untuk Pembayaran :

Bogor,  28 Juli 2017

Yang menerima,

Dr.Ir. No Name 

Mengetahui,

Ketua Peneliti

..................................................

NIP............................................

2.500.000                 

Dua juta lima ratus ribu rupiah
Pembelian Bahan (sesuai nota/bon terlampir) untuk  penelitian …….(diisi judul penelitian) …………., sesuai 

Surat Perjanjian Penugasan Nomor : ……(diisi no kontrak) …., dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian 

Strategis Nasional.....(disesuaikan dengan skim penelitian).....

Barang/pekerjaan tersebut telah 

diterima/diselesaikan dengan lengkap 

& baik

PJPA / Rektor Institut Pertanian Bogor

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

KODE UNIT RKAT AKUN DEBIT AKUN KREDIT NO BUKTI

260100

SUMBER DANA

BPPTN

JUMLAH :

- Bea materai 6000
- tangan penerima
- Nama jelas penerima
- Stempel toko



Daftar Penerima

NO NAMA NOMOR NPWP GOLONGAN
 JUMLAH BRUT0 

(Rp) 
 PAJAK PPh 21 (Rp) 

1 Dr.Ir. Maman 67.081.472.2-404.000 IV 1,200,000              180,000                 

2 Neneng 67.081.475.2-404.000 III 800,000                 40,000                   

3 Hasyim 67.081.472.2-404.000 II 500,000                 -                              

2,500,000           220,000              JUMLAH



Terima kasih


